BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab 4 tentang pengaruh penerapan e-Faktur

terhadap efisiensi pembuatan faktur pajak dan pengaruh penerapan e-Faktur terhadap

efisiensi pembuatan e-SPT Masa PPN yang dilakukan pada Pengusaha Kena Pajak

yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1.
2.

5.2. Saran

Penerapan e-Faktur di KPP Pratama Bandung Cibeunying baik.
Pembuatan Faktur Pajak menggunakan aplikasi e-Faktur sudah efisien
menurut Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying
dan Pembuatan e-SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-Faktur sudah
efisien menurut Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Bandung
Cibeunying.

Penerapan e-Faktur di KPP Pratama Bandung Cibeunying memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pembuatan faktur pajak di
KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan pengaruh sebesar 62,8% .
Sedangkan sisanya sebesar 37,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak diamati di dalam penelitian ini. Dan penerapan e-Faktur di KPP
Pratama Bandung Cibeunying memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap efisiensi pembuatan e-SPT Masa PPN di KPP Pratama
Bandung Cibeunying dengan pengaruh sebesar 61,8%. Sedangkan
sisanya sebesar 38,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di

dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab 4,

berikut ini adalah beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis. Diharapkan
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saran ini dapat memberikan masukkan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak

yang tertarik dengan judul penelitian ini. Beberapa saran tersebut antara lain:

1.

Sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-Faktur kepada wajib pajak
khususnya Pengusaha Kena Pajak perlu lebih ditingkatkan sehingga
Pengusaha Kena Pajak akan lebih memahami urgensi diterapkannya e-Faktur,
tujuan serta manfaat penerapan e-Faktur sehingga akan timbul kesadaran dan
motivasi pada diri Pengusaha Kena Pajak untuk memanfaatkan fasilitas e-
Faktur sebagai sarana pembuatan faktur pajak dan e-SPT Masa PPN.

Perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem e-
Faktur sehingga dapat meminimalkan dan menghilangkan kendala dalam
penerapan e-Faktur oleh Pengusaha Kena Pajak. Dengan kata lain sistem e-
Faktur harus lebih mudah diterapkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penting untuk terus dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) pajak yang cepat tanggap dan kompeten sehingga bila terjadi error
maka dapat dengan cepat segera ditangani oleh petugas pajak sehingga wajib
pajak merasa puas dengan Kinerja petugas pajak khususnya pada KPP
Pratama Bandung Cibeunying.

Sebaiknya perlu terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib
pajak yang cepat dan akurat sehingga wajib pajak tidak perlu mengantri
terlalu lama misalnya dengan perlu peningkatan pada hardware dan software
agar jaringan server menjadi lebih baik sehingga dapat berjalan dengan
efisien.

Sebaiknya perlu dilakukan perbaikan pada sistem pengantrian dan
memperbanyak petugas pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying agar
setiap antrian dapat diatasi dan dilayani dengan cepat.

Bagi Perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan e-faktur
sebaiknya diperlukan pegawai yang kompeten dalam melaksanakan tugas
perpajakannya agar lebih mengerti maksud dan manfaat mengenai e-Faktur
misalnya dengan dilakukannya training bagi karyawan yang bertugas dalam
membuat e-Faktur dan memberikan pendidikan bagi karyawan yang tidak

memiliki pengetahuan pajak misalnya dengan mengikuti brevet.
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7. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti selanjutnya dapat meneruskan
penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut variabel yang digunakan, misalnya
dengan memasukkan masing-masing variabel moderating dan variabel
intervening dan terus mengikuti modernisasi administrasi perpajakan serta

aturan perpajakan yang terus berubah dan berkembang setiap tahunnya.
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